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ABSTRAK

Properti merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan kebutuhan
yang paling utama adalah kebutuhan akan sandang atau pakaian, pangan atau
makanan dan papan a empat tinggal. Salah satu m@salah dalam bisnis properti

al’ a e i denaé

Perlindungan
: e 2 Perkasatama?
dan Apa u ] <ukan Ko afik : Pelaksanaan

ene adalah dengan
----- : pulan datanya
: atn¥la. penelitian ini
termasuk pe Jeskripti : I MmembeRIkamigambaran secara

antara para penge
waktu pengerjaan, T2

en, diantaranya jangka
, biaya surat menyurat

yang dilakukan pihak pengemb& Kontrak Jual Beli Rumah di PT
Sonnyka Graha Perkasatama dapat diketahui bahwa dari tanggung jawab
pengembang atau developer dalam perjanjian pengikatan jual beli rumah antara
developer adalah Pembeli telah mengajukan komplain kepada pihak developer
namun ada saja bentuk alas an yang diberikan oleh pihak pengembang untuk
berkilah dari kesalahan.

Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Kontrak Jual Beli
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ABSTRACT

Property is one of the basic human needs and the most important need is
the need for clothing or clothing, food or food and shelter or housing. One of the
problems in the property business is that the house purchased does not match the
expectations given b eveloper. Likewise, P ayka Graha Perkasatama

gi@Protection in the
ma? and What
the house sale

des descriptive
research, na tha j doidile arftiescription of the

House Sale and PURER&S ‘ ‘Grat erkasatama That there

“ "’T'-) and purchase of land and
buildings (Housing). the DE hn*%ﬂm g the duration of the work, the
agreed housing facilities, the cO pridence and regarding its protection
have been regulated in the consumer protection law. And the efforts made by the
buyer for the default action by the developer in the House Sale and Purchase
Contract at PT Sonnyka Graha Perkasatama it can be seen that from the
responsibility of the developer or developer in the binding agreement for the sale
and purchase of the house between the developer, the buyer has submitted a
complaint to the developer but there is just the form of reasons given by the
developer to argue from mistakes.

Keywords: Consumer Protection, Sale and Purchase Contract
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Properti di i angunan serta sarana

& aah dan/atau

i ’
; *

and imovable

ita tentu ingat

b LY

angkan bahwa
putuhan primer

utama manusia

ha L L1 S

anan dan papan

Dalam hubungan ini, alam merupakan tempat berada dan sekaligus sarana
yang menghidupi dan menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk
pelestarian dan pengembangan diri manusia. Tanah merupakan unsur utama dari

lingkungan alam yang memberi arti fungsional bagi manusia . Bagi manusia,

! http://kbbi. web .id/properti, diakses tanggal 20 September 2021
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tanah merupakan tantangan yang masih harus dikerjakan dan diolah untuk
memenuhi kebutuhan dan fungsi sosialnya.

Hukum Indonesia memberi perlindungan terhadap hak warga negara

untuk memiliki g memiliki keterkaitan

: rut agamanya
memilih Sypendic ; angajars g8fjaan  memilih
' ' negara dan

"Setiap orang berhak me ilik pribadi dan hak milik tersebut
tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Kepemilikan properti sebagaimana diatur dalam undang-undang Dasar
1945 sebagaimana diatur dalam Bab x a yaitu termasuk dalam hak asasi undang-

undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah

2 pasal 28e ayat 1 undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945.
% pasal 28h ayat 4 undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

mengatur hak asasi manusia yang berkaitan dengan kepemilikan properti yaitu
pasal 27 ayat 1 yang berbunyi:*

“Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak
berpindah danaéktempat tinggal dalam wilayalRegara Republik Indonesia

ang layak".

L\

mukan dalam
) berhubungan
onesia Nomor

jelasan umum

BAaNy

undang-undaR

negara ber géonesia melalui

WL X T

penyelengga

rendah dan masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk di perkotaan.
negara juga bertanggung jawab dalam menyediakan dan memberikan kemudahan
perolehan rumah bagi masyarakat melalui penyelenggaraan.

Perumahan dan kawasan permukiman serta keswadayaan masyarakat .

penyediaan dan kemudahan perolehan rumah tersebut merupakan suatu kesatuan

* Pasal 27 ayat 1 undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945.
% pasal 40 ayat 1 undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945.
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fungsional dalam wujud tata ruang; kehidupan ekonomi dan sosial budaya yang
mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat

demokrasi otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan

bermasyarakat be

-
3

Kebutuhan 3

peluang bisn

‘;‘g\‘a\

Pada

kebutuhan yang
Jumlah penduduk di¥Ke q

yang tersedia semakin beé . epemil propertis sebagaimana telah
dijelaskan sebelumnya akan selalu menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat
khususnya yang berada di kota Pekanbaru tanah yang tersedia semakin berkurang

permintaan atas properti pasti akan cenderung bertambah. kecenderungan

peningkatan permintaan atas properti yang berjalan seiring dengan bertambahnya

¢ www. Badan Pusat Statistik.go.id.
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penduduk dan menyempitnya lahan juga dipengaruhi oleh faktor keuntungan yang
ditawarkan dalam bisnis properti.
Daya tarik yang ditawarkan dalam bisnis investasi properti menjadi

dinamika tersendi ala akkem ANl i di kota Pekanbaru,

bidang pe gunan  Kawz nbﬁ'_" P ah susun yang

kemudian hg nba \a : @iiteggan tujuan untuk

dey
feel
&

di Jalan Arifin Ahmad, merupakan salah satu perusahaan perumahan yang
menyiapkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) apabila calon pembeli ingin
membeli unit perumahan sebelum rumah selesai dibangun secara indent dan cash
bertahap. Banyak dari pembangunan perumahan oleh perusahaan tersebut yang

lokasinya cukup strategis, sehingga banyak masyarakat yang tertarik membeli

rumah sebagai tempat hunian mereka.
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PPJB sudah disiapkan secara baku dan sepihak oleh PT. Sonnyka Graha
Perkasatama selaku Developer Perumahan Sonnyka Graha Permai. Dalam praktik

pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli dibuat sebelum perumahan Sonnyka

Graha Permai sg ang sudah disepakati

o ‘ ‘\?“‘ .ﬂa

T

a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,
perbaikan dan pemeliharaan;

¢. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

" pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
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d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa
yang berlaku;

e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba
barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jamlnan dan/atau garansi atas
barang yang dil an/atau yang dlperdagan

memberi atas kerugian akibat

nogus ﬁ" E‘ “‘&‘ @ atau jasa yang
, e “"_ ",

at dari sudut
perlindungallf ke C . : m afe pelaku usaha

seharusnya ), se ha tidak ada ang difugikan. Hak-hak

undang undal konsume : faktor ketidak

Jual Beli Rumah di PT Sonnyka Graha Perkasatama”

B. Rumusan Masalah
Dari penelitian yang akan dilaksanakan maka akan juga diuraikan pokok
permasalahan yakni:
1. Bagaimana Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Jual Beli Rumah di

PT Sonnyka Graha Perkasatama?
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2. Apa upaya hukum yang dilakukan Konsumen dalam dalam Pelaksanaan

Kontrak Jual Beli Rumah di PT Sonnyka Graha Perkasatama?

C. Tujuan Dan Manfaat Penilitian

dibidang hukum khususnya hukum bisnis.

b. Untukdijadikan bantuan sebagai informasi pengetahuan bagi mahasiswa/
mahasiswi lainnya dan masyarakat luas yang terkait dengan Perlindungan
Konsumen dalam Kontrak Jual Beli Rumah di PT Sonnyka Graha

Perkasatama.
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D. Tinjauan Pustaka

Terdapat dua macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum

preventif dan represif. Pada perlindungan hukum preventif, rakyat diberikan

bagi tindakan

pemerintah arena dengan

adanya per untuk bersikap

hati-hati da

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi :®
“ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau

lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih”(Pasal 1313,
KUHPerdata.)

8 pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
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Menurut Subekti ”Suatu perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana
seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji

untuk melaksanakan sesuatu hal”. Dari peristiwa tersebut, timbullah suatu

perjanjian
formalitas

kehendak

Q;.

antara yang menawarkan da

Beberapa sarjana menyatakan bahwa rumusan Pasal 1313 KUH Perdata di
atas memiliki beberapa kelemahan. Abdulkadir Muhammad menyatakan
kelemahan-kelemahan pasal tersebut, antara lain: *?

a. Hanya menyangkut sepihak saja.

% Subekti, Hukum perjanjian cet.Il, PT Intermasa, Jakarta, 2008,him.1.

19 pyrwahid patrik,Dasar-Dasar Hukum Perikatan Yang Lahir Dari perjanjian dan Dari Undang-
Undang, CV. Mandar Maju, Bandung, 2004. him.46.

" bid.,hIim.47.

12 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, him.78.

10
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Hal tersebut dapat diketahui dari perumusan “satuorang atau lebih
mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih”. Kata “mengikatkan diri”

sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah

jadi ada consensus

juga perlan erkawi aw amplapangan hukum

yang mengikatkan diri itu tidaK jelas untuk apa.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, apabila antara dua orang atau
lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan

harta kekayaan.®?

3 1bid.,him.48.
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Untuk lebih mengetahui apa yang dimaksud dengan perjanjian, berikut
beberapa ahli hukum berpendapat mengenai perjanjian, antara lain: Perjanjian

dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu perjanjian yang dilakukan dengan

ntuk kedua bentuk

yang meme

oleh hukum

obyek perjanjian dan syarat-syarat perfanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak
yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka mengkehendaki sesuatu
yang sama secara timbal balik. Dengan demikian kesepakatan ini sifatnya sudah
mantap, tidak lagi dalam perundingan.*®

b. Cakap untuk membuat suatu perikatan

% 1bid.,him.49.
5 1bid.,him.50.
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Mengenai syarat kecakapan ini, harus dituangkan secara jelas oleh pihak
dalan membuat sesuatu perikatan. Pasal 1330 KUH Perdata memberikan batasan

orang-orang mana saja yang dianggap tidak cakap untuk bertindak membuat

gfipolen undang-
Siapa undang-
. Mereka ini

leh wali mereka,

(]

C.

SRS ALY

“‘i
=
QD
=
=
QO
3
o
==

artinya apa ya

perselisihan.!’

(4
Suatu hal té ’.
tersebut harus tertentu atau . : ’ apat ditentukan.
d. Suatu sebab yang halal
Kata sebab adalah terjemahan bahasa latin causa. Sebab adalah suatu
yang menyebabkan orang membuat perjanjian. Menurut pasal 1320 KUHPerdata,

yang dimaksud dengan causa itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan

atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi

%8 bid.,hIm.51.
7 Subekti, Op.,Cit.,hIm.19
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perjanjian itu sendiri”, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-
pihak.*®

Dua syarat yang disebutkan pertama diutamakan dinamakan syarat

subyektif karena : g[se perjanjian, sedangkan

““ .@g )@ mengenai

keempat u 210 nyebabke { ang@dan perjanjian
tersebut dig
pelanggaranitesiadap syara . : atal de cu(dalam hal tidak

terpenuhinya 2 | ) an Myang lahir dari

”lahirnya perjanjian adalah pada saat tercapainya kesepakatan dan saat
itulah adanya hak dan kewajiban para pihak’.

b. Asas Pacta Sunt Servanda
Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Hal ini dapat disimpulkan

dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

'8 Abdulkadir Muhammad, Op.,Cit. ,him.51.
19 Subekti, Op.,Cit. ,him.17.
20 pasal 1320 ayat (1) Kitab undang-undang Hukum Perdata.
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“Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya”.

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Berupa asas _y@mg memberikan kebebasapngllkepada para pihak untuk

pihak dalam perjanjian tidak™e am KUHPerdata, melainkan dalam
ketentuan-ketentuan khusus untuk itu jika ada peraturan Kkhusus yang
mengaturnya. Bila tidak ada yang mengaturnya, maka hak dan kewajiban para
pihak ditentukan sendiri oleh para pihak dalam syarat perjanjian yang dibuat.Jika

dalam syarat perjanjian tidak dicantumkan maka hal tersebut ditentukan

L H. Salim, Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdata, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2006. HIm.27.
% Pasal 1601 KUHPerdata
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E. Konsep Operasional
Suatu kerangka konsepsional merupakan kerangka yang menggambarkan

hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Untuk itu

difdengan aturan

emungkinkan

PT. Sonnyka Graha Perkasatama merupakan badan hukum yang bergerak
disektor perumahan, didirikan berdasarkan Akte Notaris Nomor : 32 tanggal 20

April 2018 dihadapan Yanmerry Rosalinda, SH sebagai notaris di Pekanbaru.

2 Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister llmu Hukum Program
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004, him. 3.
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F. Metode Penelitian
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada

metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisanya.”*

enggambarkan

tentang PerlindunganKe ‘ | all di PT Sonnyka

Populasi ialah adalah keseluruffam atau himpunan objek dengan ciri yang

sama.?’” Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat

?* Bambang Sugono, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, him 24.

% Masri Singarimbun, dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei ( Editor ), LP3ES, Jakarta,
2006, him. 3.

% Sperjono Soekanto , Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali, Jakarta, 2004, him.27.

%’ Sunggono, Op.,Cit., him. 118.

17



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

mewakili Kkeseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam
menentukan penelitian.?®

a. Direktur PT.Sonnyka Graha Perkasatama

aba Perkasatama yang

SNyt .

sebagaima

persentase

100%

100%

bertahap
dasar PPJB

Jumlah

4. Data dan Sumber Data

Untuk membahas penelitian penulis, pada dasarnya mempergunakan yakni:
a. Data Primer, ialah data yang dihasilkan secara langsung oleh penulis

yang berkaitan dengan:

%8 Sunggono, Op. cit., him. 119.

18



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DN disay yepepe jur udwnyoq

1) Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Jual Beli Rumah di PT

Sonnyka Graha Perkasatama.

2) Upaya hukum yang dilakukan Konsumen dalam dalam Pelaksanaan

6. Analisis Data

Data yang telah diperoleh berdasarkan wawancara akan diolah serta
disajikan dalam bentuk hasil wawancara yang sesuai dengan permasalahan yang
telah penulis tetapkan didalam bab hasil, dan data yang diperoleh berdasarkan

observasi akan diolah serta disajikan dalam bentuk analisis penulis. Kemudian
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data tersebut, selanjutnya dibandingkan dengan pendapat para ahli dan teori-teori
hukum. Selanjutnya setelah dianalisis lalu dilakukan penarikan kesimpulan yaitu

secara induktif yaitu dari hal-hal yang khusus berupa ketentuan perundang-
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang PT Sonnyka Graha Perkasatama

dan tujuan

X \&d

diatas antara

s L LT

Pemborongan bidang'telekomunikasi

h. Pemborongan pada umumnya (General Contractor)

i. Pengembangan wilayah pemukiman

j. Distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan
perusahaan

k. Eksport dan import
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I.  Eksport-import dan perdagangan hasil industri kayu dan

tripleks

m. Eksport-import dan perdagangan hasil hutan

Rp. 750.000.000,-00

- Modal yang disetor Rp. 250.000.000,-00

Dengan rincian nama-nama pemegang saham sebagai berikut:

Tuan SUMARDI 125 lbr Rp. 125.000.000,-00

Tuan AJISMAN 125 lbr Rp. 125.000.000,-00

250 lbr Rp. 250.000.000,-00
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2. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi PT Sonnyka Graha Perkasatama dapat dilihat

sebagai berikut:

%

pday dengan tidak

njangan yang

Jang saham dan

sementara pe IS oleh komisaris.

b. Dewan Komisaris

Adapun tugas dan wewenang dari dewan komisaris adalah:

1) Melakukan pengawasan atas kebijaksanaan direksi dalam
menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada

anggota direksi.
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2) Dewan komisaris dapat memeriksa semua pembekuan surat

dan alat bukti lainnya. Memeriksa dan mencocokkan keadaan

keuangan dan lain-lain.

atan perusahaan yang

] SRS 'o.

mencapai maksud®dan tujuannya dan selalu mengindahkan
peraturan-peraturan yang berlaku.

2) Direksi mewakili perseroan didalam dan diluar tentang semua
hal dan segala kejadian yang mengikat perseroan dengan

pihak lain.
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3) Melakukan koordinasi dengan seluruh manager dan kepala
bagian yang ada.

4) Merencanakan, menyusun dan melaksanakan strategi

' ang telah ditetapkan

a ntuk _me are
) LTINS A Ll 1

mutasi, dan pemutusan hubungan kerja, terhadap karyawan-
karyawan.

10) Memberikan  otoritas atau  persetujuan  mengenai
pengeluaran penerimaan uang yang sesuai dengan hasil rapat

umum pemegang saham.
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11) Mempertanggung jawabkan hasil usaha dan kegiatan

perusahaan dalam rapat umum pemegang saham.

d. General Manager

SN Y bl N

ama dan merupakan

@ jatan operasi

Divisi keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab
dalam melaksanakan masalah pembukuan ataupun pencatatan
transaksi yang bersifat keungan bagi perusahaan. Tugas dan

tanggung jawabnya adalah:
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1) Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pencatatan
semua data keuangan yang terdapat dalam perusahaan.

2) Bertanggung jawab terhadap pengawasan biaya-biaya proyek

g. Logistik

Bagian ini meliputi pengadaan, pergudangan dan peralatan.
Dalam memenuhi kebutuhan proyek yang akan dikerjakan baik
material langsung ataupun tidak langsung maka bagian inilah yang

akan memenuhinya.

h. Security Proyek
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Tugas dari security proyek ini adalah memberikan

pengamanan pengadaan, pergudangan dan peralatan proyek dibagian

logistik.

kota lainnya.

3. Aktivitas Perusahaan

Semenjak PT Sonnyka Graha Perkasatama berdiri, setiap
periode yang berjalan perusahaan akan menyusun rencana kerja secara
garis besar. Dari perencanaan tersebut perusahaan akan menentukan

berapa unit rumah yang akan dibangun dan type-type apa saja yang
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sedang dibutuhkan oleh konsumen saat ini sehingga rumah yang sudah

siap dibangun dapat terjual seluruhnya.

itas yang dilakukan oleh pemasahaan yang berhubungan

1) Dikantor cabang Bank tempat pengajuan kredit diproses
dengan penilaian lokasi status, kelengkapan data usulan
proyek.

2) Dikantor pusat proses oleh Bank tempat pengajuan kredit

dengan penilaian atas dipenuhinya persyaratan serta Kkriteria
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yang ada atas nilai rumah dan tanah serta penilaian

kemampuan penyelenggaraan proyek.

c. Pelaksanaan Proyek

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian didefinisikan
sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap sat orang lain atau lebih. Menurut Pasal
1233 KUHPerdata, perjanjian adalah salah satu sumber perikatan,

selain perikatan yang dilahirkan dengan undang-undang.

30



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban
pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang

dibebankan pada debitor dalam perjanjian memberikan hak pada

anaan prestasi dalam

S LSRN %

aan prestasi
perjanjian

%
&

ﬂ' AN tersebut.

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c. Suatu pokok persoalan tertentu;

d. Suatu sebab yang halal.

# Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Perikatan yang Lahir dari Undang- undang,
Raja Grafindo Perseda, Jakarta: 2004, him. 8.
%0 pasal 1320 KUH Perdata
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Keempat unsur tersebut selanjutnya oleh doktrin ilmu hukum
yang berkembang digolongkan dalam dua unsur pokok yang

menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur

deel@li pihak-pihak
o

ol ektif meliputi
A s
%v pals # obyek yang
sa dari obyek vz ‘ yang disepakati
| o

| %‘

\/

l. islah - k dilarang atau

(dalam hal tidak terpen ya unsur obyektif), dengan pengertian
bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat

dipaksakan pelaksanaannya.

a. Kesepakatan Bebas
Pada Pasal 1321 hingga Pasal 1328 KUHPerdata yang membahas

mengenai pelanggaran kesepakatan lisan tidak ditemukan
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pengertian dari kesepakatan bebas. Menurut ketentuan yang
diatur dalam KUHPerdata, secara acontrario, dapat dikatakan

bahwa pada dasarnya kesepakatan bebas dianggap terjadi pada

ali dapat dibuktikan

Nl ‘\H!‘\“ .bc ‘ ekhilafan

‘c

wat
l‘e
=S
E
=
o
5

- ‘\Q\\\\\‘\
E

Srsamaan juga menerbitkan

| \\‘-

perikatan-perika para pihak yang telah bersepakat dan
berjanji tersebut. Dalam perjanjian formil, kesepakatan baru
terjadi dan ada pada saat formalitas yang disyaratkan telah
terpenuhi.  Kesepakatan lisan seperti yang dihasilkan dalam
perjanjian konsensuil belum menerbitkan perikatan. Sedangkan

pada perjanjian riil, tindakan atau perbuatan yang disyaratkan

adalah bentuk penerimaan penawaran yang dimajukan.
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b. Kecakapan untuk Bertindak
Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang adalah

cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika ia oleh undang-

perjanjian tertentu.
c. Tentang Hal tertentu dalam Perjanjian
KUHPerdata dalam Pasal 1333 menatakan bahwa suatu perjanjian
harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa sesuatu

kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah

% pasal 1330 KUHPerdata
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menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal

jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

yang palsu atau yang t@ffarang, tidaklah mempunyai kekuatan.

KUHPerdata tidak memberikan pengertian atau definisi dari
“sebab” yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Hanya

saja dalam Pasal 1335.

% Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja,Op., Cit.,him. 155
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KUHPerdata, dijelaskan bahwa yang disebut dengan sebab yang
halal adalah bukan tanpa sebab, bukan sebab yang palsu, dan

bukan sebab yang terlarang. Pada dasarnya hukum tidak

N

penak, ataupun hati

g tidak pernah

alasan  atau  dasar

pihak dalam perjanjian tersebut.*®

Pasal 1337 menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang,
apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan

dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Karenanya

¥ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja,Op., Cit.,him. 161-162.
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undang-undang tidak memberikan batasan mengenai makna sebab

yang tidak terlarang.

ata Pasal 1381

terjadi karena:**

2) Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau

penitipan (Pasal 1404-1412 KUHPerdata)

¥ Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009,
him. 30.
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Apabila debitur hendak membayar hurangnya tetapi

pembayaran ini ditolak oleh kreditur, maka debitur dapat

menitipkan pembayaran melalui kepanitiaan setempat.

g dengan halan

dapat ditagih

6) Pembebasan utaffg*Pasal 1438-144 KUHPerdata)

Merupakan pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur

bahwa debitur dibebaskan dari perutangan.

7) Musnahnya barang vyang terutang (Pasal 1444-1445

KUHPerdata)
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Perikatan hapus dengan musnahnya atau hilangnya barang

tertentu yang menjadi pokok prestasi yang diwajibkan kepada

debitur untuk menyerahkannya kepada kreditur.

enghapuskan

padaan semula,

Selain itu, perjanjian juga dapat berakhir dengan cara-cara:

1) Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Misalnya saja
pada perjanjian kerja waktu tertentu yang batas waktunya

berdasarkan waktu tertentu ;
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2) Undang-Undang telah menentukan batas waktu berakhirnya
suatu perjanjian. Misalnya, menurut Pasal 1066 ayat (3)

KUHPerdata bahwa ahli waris dapat mengadakan perjanjian

an pemisahan harta

‘ ‘ E‘h\“‘ .Q& ma lima (5)

‘,% 3 opzegging). Opzegging
dapat d . 2 ah pihak, atau oleh salah satu
pihak dan hanya ada perjanjian - perjanjian yang bersifat
sementara.

5) Perjanjian berakhir karena putusan hakim. Misalnya dalam
suatu perjanjian sewa menyewa rumah tidak ditentukan kapan

berakhirnya, maka untuk mengakhiri perjanjian dapat

40



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

dilakukan dengan Putusan Pengadilan Negeri (Pasal 10 ayat
(3) PP No. 51 tahun 1981).

6) Tujuan telah tercapai. Dengan tercapainya tujuan perjanjian,

pya dalam perjanjian

] dll e ‘
!““‘ .’a dan pembeli

ketertiban umum dan kesusilaan®

Perjanjian pengikatan jual beli lahir sebagai terobosan hukum
akibat terhambatnya atau terdapatnya beberapa persyaratan yang
ditentukan oleh undang-undang yang berkaitan dengan jual beli hak atas
tanah yang akhirnya agak menghambat penyelesaian transaksi dalam jual

beli hak atas tanah akibat berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh
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Undang-undang.seperti untuk membuat akta jual beli yang merupakan

salah satu persyaratan untuk melakukan balik nama, maka jula beli harus

telah lunas, baru akta jual beli dapat dibuat di hadapan Notaris.

perupakan perjanjian
@ No 1 Tahun

42 ayat (1)

guSlin yang masih
melalui
dengan

Beli.

Perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) rumah merupakan perjanjian
pendahuluan yang dibuat oleh calon penjual dan calon pembeli atas dasar
kesepakatan sebelum jual beli dilakukan. Perjanjian ini diperlukan untuk

mengamankan kepentingan penjual dan calon pembeli serta meminimalisir

® Ppasal 42 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Permukiman.
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sengketa yang mungkin muncul dikemudian hari. Perjanjian pengikatan

jual beli (PPJB) rumah dilakukan sebelum terjadinya peristiwa hukum jual

beli (AJB).

diatur dalam Kitab

dalam proses
luan jual beli
enteri Negara
Pengikatan Jual

n pendahuluan

penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman serta para calon
pembeli dari kemungkinan terjadinya wanprestasi dari para pihak yang
terkait, sehingga diperlukan adanya Pedoman Pengikatan Jual Beli
tersebut. Dengan dikeluarkan kemenpera tersebut maka dimungkinkan
adanya suatu pemasaran atau penjualan tanah dan bangunan berupa rumah

(Khususnya pada perumahan) sebelum rumah tersebut selesai
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pembangunannya.’ Hal tersebut dapat dilakukan dengan pengikatan jual
beli yang dilakukan antara pihak developer dengan pihak calon pembeli.

Isi dari PPJB adalah pernyataan untuk memberikan sesuatu

ahan hak milik atas

lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

PPJB merupakan perjanjian yang bersifat konsensuil, artinya
perjanjian itu lahir saat kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai
benda (bergerak maupun tidak bergerak) dan harga walaupun pada saat itu
barang belum diserahkan dan harga belum sepenuhnya dibayar (Pasal

1320 ayat (1) jo Pasal 1458 KUH Perdata).
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PPJB dapat digolongkan dalam perjanjian obligatoir. Perjanjian
obligatoir adalah perjanjian dimana pihak-pihak sepakat untuk

mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak

jual beli, hak atas tanah sudah beralih. Artinya penyerahan tunai dari
objek jual beli itu telah terjadi.

Pada jual beli hak atas tanah maupun bangunan diatasnya,
disamping penyerahan fisik juga harus dilakukan penyerahan yuridis
juridische levering). Penyerahan yuridis pada jual beli hak atas tanah

dilakukan dengan pembuatan akta jual belinya pada Pejabat Pembuat Akta
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Tanah (Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang
Pendaftaran Tanah). Oleh sebab itu, pada saat dibuatnya PPJB belum

dilakukan penyerahan baik fisik maupun yuridis, karena perjanjian ini

dal melakukan jual beli.

‘.o_ ““‘ .e geda dengan

Penandatanganan akta jUal beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta
Tanah oleh penjual, pembeli dan para saksi, kepemilikan objek yang
diperjanjikan secara sah telah berpindah dari penjual kepada pembeli,
sebab jual beli menurut Undang-undang Pokok Agraria ialah jual beli
menurut pengertian Hukum Adat yang bersifat tunai yaitu penyerahan

tanah beserta bangunan diatasnya selama-lamanya oleh penjual kepada
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pembeli dan pembayaran harganya oleh pembeli kepada penjual pada saat
yang bersamaan, pada saat itu juga hak ikut beralih. Hal ini juga diatur

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Pasal 37

Peraturan ‘ B0 ahug Pendaftaran Tanah.

Si dari perjanjian

elakukan sesuatu

anjikan saja, namun harus
memperhatikan apa yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan
ketertiban umum.

Abdul Hakim menjelaskan, dalam hukum perjanjian di Indonesia
(KUH Perdata) untuk menentukan apakah substansi atau klausula dalam

perjanjian merupakan klausula yang secara tidak wajar sangat

memberatkan bagi pihak lainnya terdapat pengaturannya dalam Pasal 1337
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dan Pasal 1339 KUH Perdata. Ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata
menyatakan, bahwa: “Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh

Undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik untuk

39 KUH Perdata

menunjukkan adanya hubungan hukum (hubungan kontraktual) antara
developer dengan calon pembeli rumah, selanjutnya yaitu adanya Akta
Jual Beli (AJB) yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mengalihkan tanah dan rumah dari

developer kepada calon pembeli.”

% pasal 1339 KUH Perdata.
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Hal ini dikarenakan isi atau klausula dari perjanjian dibuat oleh
para pihak berdasarkan keadaan, subjek, objek, situasi dan kondisi yang

berbeda-beda, maka apa yang menjadi kesepakatan pun berbeda pula,

orang yang

sebagai  subjek

Persamaan antara manusSia (pribadi kodrati) dengan Badan hukum
adalah sama-sama merupakan subjek hukum dan dapat melakukan
perbuatan hukum, salah satunya adalah membuat suatu perjanjian.

PPJB dibutuhkan untuk mengikat kata sepakat yang telah dicapai
oleh penjual dan calon pembeli serta untuk mengantisipasi keadaan yang

merugikan salah satu pihak setelah terjadinya perbuatan hukum jual beli.
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Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan jual beli suatu objek yang

telah disepakati. Dalam hal ini para pihak belum melakukan jual beli

secara riil.

perjanjian agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat merugikan
kepentingan salah satu pihak. Objek perjanjian jual beli dapat berupa
benda bergerak maupun benda tetap. Benda adalah segala sesuatu yang

jadi bagian alam kebendaan yang dapat dikuasai dan bernilai bagi

manusia serta yang oleh hukum dianggap sebagai sesuatu yang utuh.
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Beberapa persyaratan yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata terhadap objek tertentu dari suatu perjanjian,

khususnya jika objek perjanjian tersebut berupa benda adalah sebagai

berikut;

Objek perja : atapejuel beli (PPJB) rumah pada
perumahan meliputi:
a. Luas bangunan rumah disertai gambar arsitektur, gambar denah,
dan spesifikasi teknis bangunan. Luas bangunan disebutkan secara

rinci dalam PPJB, namun untuk gambar arsitektur, denah dan
spesifikasi teknis bangunan menjadi lampiran yang tidak

terpisahkan dalam PPJB;
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b. Luas tanah, status tanah, perizinan serta hak-hak yang ada
didalamnya. Dalam PPJB disebutkan status tanah dalam perumahan

adalah hak guna bangunan yang sedang dalam tahap proses pecah

i ‘.‘ efempat. _Per W, atus tanah bertujuan
ﬂ‘ . ‘R\‘.t\“ .9$ 2 di bawah

dari pihak

avling, rincian

atan lengkap

. masuk dalam

umahan Rakyat

menjamin kepastian hukum di antara para pihak, akan lebih baik apabila
PPJB ditulis dalam suatu akta atau surat perjanjian yang dibuat dan
ditandatangani oleh para pihak. Pihak yang dimaksud disini adalah penjual

dan calon pembeli.
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Pembuatan PPJB dapat dilakukan oleh para pihak yang terkait

ataupun dilakukan dihadapan Notaris. Untuk membahas mengenai bentuk

dari PPJB, akan diuraikan sebagai berikut :

anggar. Dasar

lan menentukan

berkontrak yang

pentuk yang ditentukan oleh
dihadapan pejabat umum yang

Undang-undang © 2
1tu, di tempat dimana akta dibuat.”

berwenang untuk maksud
Oleh karena perikatan ini dibuat oleh Notaris, maka segala
sesuatunya harus mengikuti Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN).
Suatu akta otentik harus dibuat dihadapan atau oleh pejabat umum,

dihadiri oleh saksi-saksi serta disertai pembacaan oleh Notaris kemudian

%" pasal 1868 Kitab Undang undang Hukum Perdata

53



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DN disay yepepe jur udwnyoq

ditandatangani. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2014, Pasal 38 tentang Bentuk dan Sifat Akta adalah sebagai

berikut;

‘\\\\\\\\\\““‘

“

tanggal lahir,

jabatan, kedudukan,

mereka wakilT,

b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;

c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari
pihak yang

berkepentingan;
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d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta

pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari

tiap-tiap saksi pengenal.

1. Para pihak beserta ahli waris mereka atau;
2. Orang-orang yang mendapat hak daripada mereka tersebut
diatas.
Kelebihan dari akta otentik dibandingkan dengan akta yang dibuat
dibawah tangan ialah grosse dari akta otentik dalam beberapa hal

mempunyai kekuatan pembuktian eksekutorial seperti putusan hakim,
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sedangkan akta yang dibuat dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan
pembuktian eksekutorial.’

Menurut GHS Lumban Tobing yang menyatakan bahwa menurut

an apabila yang

tangannya itu,

kebenaran dari apa yang diuralkan oleh pejabat dalam akta itu sebagai
yang dilakukan dan disaksikannya di dalam menjalankan jabatannya itu.
Dalam arti formal, sepanjang mengenai akta pejabat, akta itu
membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni dilihat, didengar
dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai Pejabat Umum dalam

menjalankan jabatannya.
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3. Kekuatan pembuktian material
Kekuatan pembuktian material tidak hanya kenyataan bahwa

adanya dinyatakan sesuatu yang dibuktikan oleh akta itu, akan tetapi juga

seperti PPJB, dimaksudkan untuk memperhatikan kepentingan yang lemah

dan yang kurang mengerti. Perlindungan yang sama dipercayakan
kepadanya dalam semua tindakan hukum lainnya yang bentuknya
diharuskan dengan akta otentik (akta notaris). Sebab salah satu

kewenangan seorang notaris adalah untuk memberikan nasihat hukum,

57



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

guna mencegah terjadinya sengketa yang mungkin terjadi dikemudian
hari.’

PPJB merupakan sebuah akta yang dibuat dihadapan seorang

Notaris sek

aNny
o

<>

g yang hanya
mum. Untuk
seorang Notaris

oleh Notaris

Umum adalah akta yang memuat uraian secara otentik dari apa yang
disaksikan, dilihat dan didengar oleh Notaris dalam menjalankan
jabatannya. Sehingga Notaris berkewajiban menciptakan otensititas dari

akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris.
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4. Kedudukan Penjual dan Calon Pembeli dalam Perjanjian
Pengikatan Jual Beli (PPJB)

Penjual merupakan sebuah badan hukum yang melakukan kegiatan

halal” merupakan syarat objektif. Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi
maka berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan sedangkan apabila
syarat objektif tidak dipenuhi maka akan berakibat perjanjian tersebut
batal demi hukum. Dalam hal ini, baik pihak penjual maupun calon

pembeli sebagai subjek hukum yang juga memegang dan memiliki hak dan

kewajiban dalam hukum haruslah memenuhi syarat sahnya suatu
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perjanjian  dalam membuat atau mengadakan suatu perjanjian serta

memperhatikan asas-asas yang dikenal dalam hukum perjanjian, yaitu asas

keseimbangan dalam perjanjian.

ihak penjual maupun

‘.F““ .e‘ g terdapat

kepunyaan si pembeli;

c. Kewajiban menanggung pembeli, kewajiban menanggung dari si
penjual adalah agar penguasaan benda secara aman dan tentram
serta agar apabila terdapat cacat pada benda tersebut secara

tersembunyi dapat diterbitkan alasan untuk pembatalan;
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d. Kewajiban untuk menanggung terhadap cacat tersembunyi,

meskipun pihak penjual tidak mengetahui adanya cacat tersebut,

kecuali diperjanjikan;

pembelian  yang

elah dijual

Brugian, dan

tersembunyi,

diwajibkan

pembeli adalah

maupun Ssecara

PPJB memuat hal-hal apa saja yang menjadi hak dan kewajiban
bagi calon pembeli serta yang menjadi hak dan kewajiban bagi pihak
penjual. Meskipun pada dasarnya antara PPJB yang dibuat oleh developer
yang satu dengan developer lainnya tidak memiliki kesamaan dalam
mengatur hak dan kewajiban secara mutlak, namun pada umumnya

memiliki garis besar yang hampir sama dalam hal pengaturannya sesuai
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dengan ketentuan Undang-undang No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan

dan Permukiman serta Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No 9

Tahun 1995 Tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli.

tunai. Terang
orang banyak
8bat Pembuat Akta
kum pemindahan

hak atas tani : Kap#Secara tunai pada saat

“jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana penjual
mengikatkan dirinya (artinya berjanji) untuk menyerahkan hak atas
tanah yang bersangkutan kepada pembeli, dan pembeli
mengikatkan dirinya untuk membayar kepada penjual harga yang
telah disetujui”.

Jual beli dalam pengertian ini baru menciptakan perikatan berupa
kewajiban- kewajiban tertentu yang harus dilakukan, maka dikatakan

bahwa jual beli menurut pasal tersebut bersifat obligatoir, artinya hak atas
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tanah tersebut belum berpindah kepada pembeli. Hal tersebut kemudian
diperjelas dalam ketentuan Pasal 1459 Kitab Undang-undang Hukum

Perdata yang menjelaskan bahwa, “hak milik atas barang yang dijual

ya kata sepakat

diserahkan dan

yuridis” Suridische levering). Ketentuan mengenai penyerahan yuridis
diatur sebagaimana ketentuan Pasal 1459 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata. Ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, menurut hukum adat

khusus untuk hak atas tanah tidak dapat diterima, sebab hukum tanah

nasional yang berdasarkan hukum adat menganut asas terang dan tunai.
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Pengertian jual beli tanah dalam hukum yang berlaku setelah
Undang-undang Pokok Agraria adalah suatu perbuatan hukum yang

berupa penyerahan hak milik oleh penjual kepada pembeli yang pada saat

ggungan, harus
dan dihadapan
Akta tersebut

Perumahan dan Permuk 8gai lex specialis). Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata tidak mengatur perjanjian pengikatan jual beli
(PPJB), tetapi jika mengacu pada unsur- unsur sebuah perjanjian dan
dengan adanya kesepakatan antara para pihak dalam perjanjian tersebut
maka PPJB sebagai perjanjian pendahuluan tersebut juga tunduk pada

Buku Ke-Il1 tentang Perikatan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

% pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
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Perjanjian semacam ini dapat diperuntukan bagi objek perjanjian
yang berupa benda tetap (misalnya tanah dan bangunan/rumah yang masih

dalam proses pembangunan). Oleh karena itu, PPJB tunduk pada hukum

%’é
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BAB Il
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Jual Beli Rumah di PT Sonnyka

waris);

2. Menyerahkan bukti pendukung, seperti halnya :

a. Akta Kematian (bagi yang menunjukkan orang yang sudah
meninggal);

b. Surat Kuasa/Persetujuan (bagi yang mewakili atau dikuasakan);
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c. Surat Bukti Tanda/Kepemilikan Hak (sertipikat/buku tanah (Hak

Milik/Hak Guna Bangunan/Hak atas Satuan Rumah Susun dan lain

sebagainya)

difotocopy

sesuai deRge iny ang ile amPMinuta Akta
Perjanjian baik identitas
maupun b a berlakunya,

kebenaran i

) pada dasarnya
akan perjanjian

asas kebebasan

BW, yang membg 6. ‘*% 2pada@ysetiap subyek hukum
T

." TR

bertentangan dengan peratura

untuk membuat perja pentuknya, asalkan tidak
ndangan, ketertiban umum dan

kesusilaan.

Pengikatan jual beli menurut Subekti adalah perjanjian antara pihak
Penjual dan pihak pembeli sebelum dilaksanakannya jual beli dikarenakan adanya
unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk jual beli tersebut antara lain adalah

sertipikat hak atas tanah belum ada karena masih dalam proses atau belum
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terjadinya pelunasan harga atau pajak-pajak yang dikenakan terhadap jual beli hak

atas tanah belum dapat dibayar baik oleh penjual atau pembeli.

4. biaya surat menyurat

Dalam Pelaksanaan Kontrak Jual Beli Rumah di PT Sonnyka Graha
Perkasatama antara pembeli rumah dengan developer berdasarkan hasil

wawancara penlitian yang peneliti lakukan dengan pembeli ruamah dilapangan,

% Budiono, Herlien, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya dibidang Kenotariatan,
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, him. 18.
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peneliti menemukan bentuk wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan
perjanjian pendahuluan pembelian rumah antara para pengembang/developer

dengan pembeli/konsumen, adalah sebagai berikut :

jikan, surat

walaupun sgi sudah set lel wanprestasi

tersebut ads

Didalam jual beli tanah 08 an pihak penjual dan pembeli dapat

dinyatakan wanprestasi apabila :**

1. Pihak penjual tidak dengan segera menyerahkan barang atau benda

yang telah dijualnya.

“% Hasil wawancara dengan pembeli rumah, tanggal 15 Oktober 2021.
* Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Perikatan yang Lahir dari Undang- undang, Raja
Grafindo Perseda, Jakarta, 2004 him. 30.
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2. Pihak penjual lalai memelihara barang atau benda yang telah dijual

sehingga menimbulkan kerusakan.

3. Pihak penjual telah merubah dari bentuk aslinya.

telah terjadinya

mah antara

ukum, yaitu
pihak develgpe anjua gmbeli. Kewajiban

ap, yaitu tahap

oleh pembe . (€ ada umumnya
mengetahui sé .
karena perjanjie ) - elalif pihak dan hal ini
sesuai dengan ha 3\ ang. per anggengan pihak pembeli

rumah yaitu:

Kami hadir bersama dengan Orafg tua kami menemui pihak pengembang
dan waktu itu dia menjaikan banyak hal agar kami tertarik untuk mebeli rumah
setelah  besoknya kami bersama — sama kekantor notaris untuk membuat

pernjanjian.*?

*2 Hasil wawancara dengan pembeli rumah, tanggal 15 Oktober 2021
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Kemudian berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa, pembeli
meskipun harga rumah berikut tanah telah dibayar lunas, dokumen-dokumen

pemilikan rumah dan tanah, seperti Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB)

Pecahan dan lzig 33N \ME | ikan/diserahkan atau

2N

bungan hukum

dan konsumen.

A nangy

bertanggungjawab kepada konsumen™¥ang berupa pertanggung jawaban publik

dan pertanggungjawaban privat.

Pengembang mempunyai tugas dan kewajiban untuk menciptakan dan
menjaga iklim usaha yang sehat dan menunjang bagi pembangunan perekonomian
nasional secara keseluruhan, oleh karena itu pengembang dibebankan

tanggungjawab publik atas pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut melalui
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penerapan norma — norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan
yang berlaku di kalangan dunia usaha. Banyak ketentuan di dalam UUPK yang

bermaksud mengarahkan pengembang agar senantiasa beritikad baik, akan tetapi

masih banyak peg ne oF ““ . ut. Atas pelanggaran
yang dij - !“- @ Si — sanksi
hukum,
jawaban & it ( 1 estal*dengan Pasal 60
UUPK.

ang — Undang
Nomor 8 i 199 ang Perlindung; Agediatur mengenai
pertanggungjawabaniip USER Yz : chags hbahg, hal tersebut
diatur pada — masing pasal

e. Jika pengembang menolak bertanggung jawab ( Pasal 23 UUPK );

f. Tanggung jawab pedagang perantara ( Pasal 24 UUPK);

g. Tanggung jawab pengembang pembuat barang tak habis pakai ( Pasal 25
UUPK );

h. Tanggung jawab pengmbang dagang jasa ( Pasal 26 UUPK );
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i. Pembebasan tanggung jawab dan pembuktian ( Pasal 27 dan Pasal 28
UUPK).

Mengenai Pasal 19 ayat (1) UUPK yang mengatur tentang tanggung jawab

pengembang kep bang bertanggung

“!“m“‘ .a' al kerugian

membuktiKanpse 1 pallini diatur pula
pada Pasa : , el an dagar persoalan
diselesaika ‘ , G Ee an M ﬂr' gi pengembang
untuk mem )enggantian kepa suman ana ap@€mbang terbuki

melakukan Kesa

prinsipiil yang diperjanjikan. Kesalahan — kesalahan kecil menurut versi

pengembang biasanya tidak disinggung secara khusus pada perjanjian itu.

Akibatnya, apabila konsumen merasa dirugikan dan akan menutut
pengembang atas kesalahan kecil tersebut, maka pengembang dapat berdalih

karena kesalahan kecil tersebut tidak ada di perjanjian.
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B. Upaya hukum yang dilakukan Konsumen dalam dalam Pelaksanaan

Kontrak Jual Beli Rumah di PT Sonnyka Graha Perkasatama

Kas 3 1l adidi Kontrak Jual

Beli Rumah di# 5 . arkas : pembelitmengeluh karena
rumah yang : : I o0 funggu sampai batas

penyerahan ru Ké atallyperjanjian jual beli

pembeli.

Pembeli telah mengajukan komplain kepada pihak developer. Kemudian
Pihak PT Sonnyka Graha Perkasatama memberi penjelasan kepada konsumen

akan masalah tehnis yang dihadapi. Masalah tersebut disebabkan karena pekerja
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bangunan miliknya protes akan tuntutan kenaikkan pembayaran kepada developer.

43

perjanjian dal AN wa | a." ka yang telah
diserahkan K \er .ﬁﬁ pun hal tersebut
sepenuhnya Keésalfahan, ada pao k de er Ve i menyerahkan rumah

yang dipesan

konsumen.

Sebetulnya konsumen mempunyai kekuatan hukum dan bias mengajukan
tuntutan jika dirugikan. PPJB merupakan salah satu kekuatan hukum untuk

konsumen ketika membeli rumah yang “belum jadi”.

*® Hasil wawancara dengan pembeli rumah, tanggal 15 Oktober 2021
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PPJB itu sendiri dibuat karena pengembang menawarkan rumah yang
”belum jadi” sehingga perlu adanya jaminan hukum bagi kedua belah pihak.

Klausul PPJB dalam prakteknya harus mengacu kepada Keputusan Menteri

, dan Pembeli

dan Bangunan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut hukum.

a. Pembeli tidak dapat memenuhi dan atau tidak sanggup meneruskan
kewajibannya untuk membayar harga Tanah dan Bangunan Rumah sesuai

dengan yang diperjanjikan.
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b. Pembeli tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan
kepada Bank Pemberi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sesuai dengan syarat-

syarat Akta Perjanjian Kredit.

i jual beli Tanah dan

f angka IX
aiigunan Rumah

pernbayaran

pihak Pem elebi % (sl - 2 haldiPenjual berhak

memotong 10% Asept andh dan Bangunan

ke (A atasy diketahui bahwa
konsumen A “*a‘r pengembang
mengembalikan uangny Qt ‘ PRtldckeddpet menyerahkan Tanah dan
Bangunan Rumah tepat wakitQ “ & Penjual menyerahkan Tanah dan

Bangunan Rumah yang tidak cocok dengan Gambar Denah, dan Spesifikasi

Teknis Bangunan yang telah ditetapkan.

Akan tetapi dalam prakteknya, tetap saja pihak pengembang berhasil
melepaskan diri dari tanggung jawabnya berdasarkan klausula yang dimuatnya

dalam PPJB. Padahal jika pengembang mematuhi dengan konsisten ketentuan
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Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995 tentang
Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah, pengembang tentu kena sanksi sesuai

ketentuan Bagian IX angka 1 huruf ¢ Keputusan Menteri Negara Perumahan

Rakyat Nomor 09 o uang pokok, bunga,

S Vet ',

terjadi pel : ak  olelpengemba ) pembeli yang
dapat disel 3 2 ; Ngac #al diselesaikan di

pengadilan.

antara pelaku usaha dengan konsuméeém®™ang menuntut ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang

dan/atau memanfaatkan jasa.

Dalam mengadakan perlindungan konsumen di Indonesia dilakukan
berdasarkan asas, yaitu: 1. Asas manfaat; 2. Asas keadilan; 3. Asas keseimbangan;

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen; 5. Asas kepastian hukum.
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Konsumen mempunyai berbagai macam hak yang menurut Pasal 4 UUPK
melekat pada konsumen dan tidak boleh dilanggar oleh pelaku usaha. Meskipun

begitu, dalam prakteknya sering terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen

tersebut, yang ke ara produsen dengan

L],], ‘ ‘ \Vﬁ““ .?@ pengadilan

Menurut penyel sen r A, SE # diatur dalam
Pasal 105

setiap pen

Ataay

mengenai
Namun jikal

yang dirugi

it\a\

Pemilihan forum penyelesald®Sengketa yang akan digunakan dalam
menyelesaikan suatu sengketa konsumen adalah berdasarkan pilihan sukarela para
pihak yang bersengketa, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2)

UUPK.
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Upaya Hukum Melalui Jalur Non-L.itigasi (Di Luar Pengadilan)

Menurut Pasal 47 UUPK, penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan

diselenggarakan untukesmencapai kesepakatan mengepai bentuk dan besarnya

akan terulang

dengan tujua cafl 3 ara haidbanti  kerugian,

dan/atau me 1. en agar tidak

Sengketa Konsumen (BPS pergunakan mekanisme konsiliasi,

mediasi, atau arbitrase.

Penyelesaian Sengketa Melalui Jalan Damai (Secara Langsung)

Menurut Pasal 19 ayat (1) dan (3) UUPK, bagi konsumen yang merasa

dirugikan dapat menuntut secara langsung penggantian kerugian kepada pelaku
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usaha dan pelaku usaha harus memberikan tanggapan dan/atau penyelesaian

dalam jangka waktu tujuh hari setelah transaksi.

Jika mengikutigketentuan Undang-Undang Ne. 30 Tahun 1999 tentang

siliasi, atau
- onsiliasi, dan
Aﬂ an

Mediasi, ya g dibebanan

menjadi tug

Yan h penyelesaian

yang dilaku : \ ak yz elaku usaha dan

dalam menemukan . perdamaian.

Apabila penyelesaian sengketa konsumen secara damai tidak menemui
kesepakatan, maka konsumen dapat menyelesaikan sengketa melalui BPSK atau

mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang.
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Penyelesaian Sengketa Dengan BPSK

Mengikuti ketentuan Pasal 23 UUPK, penyelesaian sengketa konsumen

melalui BPSK dapat_gditempuh jika penyelesaian ara damai di luar proses

sengketa

penyelesaia SIp murah, cepat

dan seder erintah, unsur

konsumen, at dari UUPK

1;\“‘{

yang kemud g Pembentukan

BPSK di 10

<

. o

diatur dalam UUPK jo. Kepmendagri No. 350/MPP/12/2001 tanggal 10 Desember

2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK. Proses penyelesaiannya

pun diatur sangat sederhana dan sejauh mungkin dihindari suasana yang formal.

BPSK melakukan penyelesaian sengketa konsumen yang sistem
penyelesaian sengketanya yang dapat melalui Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase yang

dapat dipilih dan ditentukan oleh para pihak yang bersengketa. Dalam menangani
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dan menyelesaikan sengketa konsumen tersebut, BPSK membentuk majelis,

dengan jumlah anggota yang harus ganjil yang sedikitnya terdiri dari 3 (tiga)

orang yang mewakili semua unsur, dan dibantu oleh seorang panitera.

ya penyelesaian

en ini dilakukan

berwenang.

Menurut ketentuan Pasal 45 ayat (1) UUPK yang menyatakan bahwa
setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga
yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau

melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Jadi dapat
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disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui

jalur pengadilan maupun jalur di luar pengadilan.

Berdasarkan Pasal 48 UUPK yang menyatakan bahwa penyelesaian

1@\‘%\.\‘%\3‘-“5“ 9
2

o‘(‘

konsumen
penyelesaia
ditempuh
Dalam hal i
ingin sengke
Upaya penye
berhasil oleh sa
salah satu pihak 3
<z

@P dengan keputusan Majelsi
LA\

A1 ayat (3) Kepmenperindag No.

antara konsumen atau Q u ‘
BPSK (Pasal 56 ayat (2) UU

350/MPP/Kep/ 12/2001.

UUPK memberikan jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari untuk proses
tingkat Pengadilan Negeri dan 30 (tiga puluh) hari untuk mengajukan keberatan

ke Pengadilan Tinggi maupun kasasi ke Mahkamah Agung.
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Secara umum, kelemahan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan
adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat, biaya perkara

yang mahal, pengadilan pada umumnya tidak responsif, putusan pengadilan tidak

menyelesaikan at generalis. Diantara

“ ApUan para hak 196
<& hnawntt ),

TSI
:
é_’:
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

A A RN L Yo\ B
A

.
N

=
QD
>
o]
=
D
(72]
—
QD
@,
<
QD
>
(=]

pengembang atau developer dafam perjanjian pengikatan jual beli rumah
antara developer adalah Pembeli telah mengajukan komplain kepada pihak
developer namun ada saja bentuk alas an yang diberikan oleh pihak

pengembang untuk berkilah dari kesalahan.
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B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepada pihak demeloper kedepannya untuk tidak lagi menggunakan PPJB
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